54

BAB IlI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai jawaban permasalahan penelitian hukum ini, penegakan kode
etik profesi Advokat yang mendampingi klien perkara pidana korupsi maka
dapat disimpulkan bahwa berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis
di Kabupaten Bantul, belum terdapat Advokat yang mendapatkan sanksi
administrasi dalam bentuk pemberhentian dengan tidak hormat terkait
pelanggaran Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dari
PERADI namun demikian telah terdapat Advokat yang mendapatkan teguran
dari organisasi profesi terkait adanya dugaan pelanggaran Kode Etik
khususnya terkait pelanggaran terhadap kode etik profesi Advokat.
Sebagaimana mekanisme dalam pelanggaran terhadap kode etik maka nama
dari Advokat yang melanggar tersebut akan dicatatkan dalam buku register
pelanggaran oleh organisasi profesi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat,
peranan PERADI dalam menindak pelanggaran terhadap penarikan kode etik
tidak diatur, namun demikian di dalam Peraturan PERADI Nomor 1 Tahun
2006 juncto Peraturan PERADI Nomor 23 Tahun 2009 menjelaskan bahwa
pelanggaran terhadap kode etik (yang salah satunya memuat mengenai
pelanggaran kode etik) dapat menyebabkan diberhentikannya Advokat

dengan tidak hormat. Berdasarkan Peraturan PERADI tersebut maka peranan
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PERADI memiliki payung hukum dalam melakukan pengawasan dan

pembinaan berdasarkan kode etik.

Saran

Sebagai tindak lanjut dari kesimpulan di atas maka dapat disarankan
agar PERADI berperan lebih aktif dalam melakukan pengawasan terhadap
pelanggaran jabatan Advokat misalnya melalui mekanisme inspeksi
mendadak. Selain dilakukan pemeriksaan terhadap administrasi Advokat
ditempat kedudukannya sebagaimana lazimnya dilakukan oleh petugas
PERADI, dapat juga dibuka interaksi dengan klien Advokat mengenai kode
etik yang ditarik oleh Advokat tersebut.

Sehubungan dengan itu, terhadap pelanggaran kode etik Advokat agar
ditindak dan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan-peraturan yang
berlaku, baik itu oleh PERADI maupun oleh Advokat. Sanksi yang telah
dijatuhkan sebaiknya di data dengan terstruktur sehingga terdapat sistem
administrasi yang jelas dan dapat menjadi tolak ukur banyaknya jumlah

pelanggaran setiap tahunnya.
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